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Sumartono, S.310811013, 2011, Pelarangan mengamen, meminta-minta 
dan memberi uang kepada pengamen, pengemis dan anak jalanan di Kota Madiun 
(Implementasi Pasal 8a dan 8b Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang Ketentraman 
dan Ketertiban Umum Kota Madiun)”. Tesis : Program Pascasarjana Ilmu Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
           Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Perda Nomor 8 
Tahun 2010 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Kota Madiun dalam 
mengatur pelaksaanaan pelarangan mengamen, meminita-minta dan memberi 
uang kepada pengamen, pengemis dan anak jalanan di Kota Madiun. 
            Penelitian ini termasuk penelitian hukum non doktrinal (empiris). Sifat 
penelitian ini adalah deskriptif. Bentuknya penelitian termasuk preskriptif-
evaluatif. 
           Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa pentingnya Perda Nomor 
8 Tahun 2010 untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum Kota Madiun, 
namun pelaksanaanya masih kurang efektif dalam menyelesaikan masalah 
pengamen, pengemis dan anak jalanan, ini dikarenakan beberapa faktor antara 
lain,  pertama; kurangnya partisipasi masyarakat terutama pengguna jalan raya. 
Kedua; kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah khususnya Satpol PP dan 
Dinas Sosial. Ketiga; kurang adanya monitoring yang berkelanjutan sehingga sulit 
mengevaluasi program yang telah dijalankan. Keempat; minimnya Sumber Daya 
baik segi kuantitas maupun kualitas dari kedua instansi tersebut. 
Implikasi dari penelitian ini adalah pertama, strategi dalam sebuah 
program yang harus dievaluasi untuk mengetahui hambatan-hambatan yang 
terjadi agar diketahui masalah dan mencarikan solusinya. Kedua, suatu program 
harus dilihat dari sumber daya manusia yang melaksanakan program tersebut, 
layak atau tidaknya program yang akan dijalankan. Ketiga, sebuah solusi harus 
diakomodir dalam pelaksanaan program berikutnya. Hal ini supaya sebuah solusi 
tidak hanya menjadi wacana belaka.      
 































































Sumartono, S.310811013, 2011, The Prohibition in street-singing, begging 
and give money to street-musician, beggar and street-children in Madiun 
(Implementation of Articles 8a and 8b of law of Number 8 of 2010 on the Public 
Peace and Order in Madiun) ". Thesis: post-Graduate program of law faculty of 
Sebelas Maret University. Surakarta. 
This study aims to know implementation of law of Number 8 of 2010 on 
the Public Peace and Order Madiun in regulating about prohibition in street-
singing, begging and give money to street-musician, beggar and street children in 
the City of Madiun. 
This study includes in non-doctrinal legal research (empirical). The 
characteristic of the research is Descriptive. The research shape includes 
prescriptive-evaluative. 
Based on this study, it is got result that the importance of Regulation of 
Number 8 of 2010 to maintain public peace and order in Madiun, but its 
implementation is still less effective in problem solving about street-musician, 
beggars and street children because several factors, first; the lack of community 
participation especially road users. Second, the lack of coordination between 
municipal police and Social Services. Third, the lack of ongoing monitoring so it 
is difficult to evaluate programs that have been implemented. Fourth, the lack of 
resources in quantity and quality of both these institutions. 
The implications of this study are first, a strategy in a program that should 
be evaluated to know barriers that happen to be know problem and to find a 
solution. Second, a program must be viewed from the human resources who 
implement the program whether or not the program will be run. Third: a solution 
must be accommodated in the implementation of the next program. This is 
solution that is not only a merely discourse.  
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